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ABSTRAK

Perkawinan ialah hal yang penting, sehingga di Indonesia telah diatur baik
dari sisi agama. adat istiadat dan hukum negara. Anak merupakan rahmat dan
amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Perkawinan
kedudukan anak terdiri dari anak sah dan anak luar kawin.

Mengetahui dan menganalisa kedudukan hak waris anak luar kawin
ditinjau dari Pasal 43 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. | Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mengetahui
mengenai upaya perlindungan hak sipil dan prosedur pencatatan anak luar kawin
di Kabupaten Banyuasin. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum empiris dengan Teknik pengumpulan data mengunakan teknik studi
dokumen, observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Hak dan kedudukan setiap anak yang
dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut ketentuan KUHPerdata dianggap
tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila udak
mendapatkan pengakuan dari ayah maupun ibunya, Akan tetapi dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 ayat (1),
mhmkmklwhwinymgﬁdakdiﬂuipmmoumﬁsmcmpmyai
hubungan perdata dengan ibunya dan ayah biologisnya.

secara empiris upaya perlindungan hak sipil anak adalah Hak untuk
mempertahankan identitas, Hak kebebasan berckspresi atau menyampaikan
pendapat. Semua anak harus mendapatkan perlindungan dan mendapatkan hak
sipil yang sama sebagai warga negara.. Terkait anak yang lahir diluar kawin
dnlﬂnhasilwawmmylimmkuupbemtmauhp.&mpehymmdokm
seperti identitas, pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan seperti,
Wmmmbdlmdﬁmkuhmmk&d&nhm&m
pelayanan administrasi kependudukan scpanjang memenuhi persyaratan yang
sesuai dengan kebutuhannya.
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BAB IV

' PENUTUP

A. Kesimpulan
|. Hak dan kedudukan setiap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang

sah adalah merupakan anak luar kawin yang menurut ketentuan

KUHPerdata dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun

dengan orang tuanya apabila tidak mendapatkan pengakuan dari ayah
maupun ibunya, Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan pasal 43 ayat (1), maka anak anak luar kawin

yang tidak diakui pun secara otomatis mempunyai hubungan perdata

dengan ibunya dan ayah biologisnya. Dengan demikian, maka keharusan

seorang ibu untuk mengakui anak luar kawin tidak diperlukan lagi karena

telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU/VIII2010 yang menegaskan anak yang lahir diluar perkawinan

juga mempunyai hubungan dengan ayah biologisnya Yyang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat

i termasuk
bukti lain yang menurut hukum mempunyal hubungan darah 1e

hubungan perdata keluarga ayahnya ( Pasal 43 ayat 1).

ndungan dan mendapatkan hak sipil

2. Semua anak harus mendapatkan perli
yang wajib dipenuhi

galah satu hak
g lahir diluar kawin yaitu anak

yang sama sebagai warga negara.
ialah hak akan identitas. Terkait anak yan

47
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tetap berhak mendapatkan  pelayanan dokumen, seperti identitas,
pelayanan administrasi  kependudukan dan pelayanan seperti, akia
kelahiran, kartu identitas anak, karena dari sudut pandang dinas catatan
sipil tidak ada yang membedakan dari anak sah atau anak tidak sah untuk
mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan sepanjang memenuhi
persyaratan yang sesuai dengan kebutuhannya. Bentuk perlindungan yang
diberikan dalam hal pencatatan kelahiran anak luar kawin yaitu akia
kelahiran meskipun di dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya
menyebutkan nama ibunya saja. Pada pembuatan atau penerbitan akta
anak luar kawin sama prosedurnya terhadap anak sah, Cuma yang
membedakan adalah pada ibu yang akan membuatkan akta anak luar
kawin harus datang langsung untuk membuat surat pernyataan yang
isinya tidak akan menuntut kalau isi akta anak tersebut tidak menyebutkan

nama dari bapaknya karena tidak memiliki akta perkawinan atau surat

nikah.

B. Saran

1. Hendaknya pembuat undang-undang dapat membuat suatu peraturan

hukumdalamperaturandaripadAanaktemtamatcnmngmtacara

pengakuan dan pengesahannya, sehingga dengan demikian dapat tercipta

suatu kepastian hukum terhadap kedudukan anak luar kawin tersebut. dan

mencolok antara anak

juga dalam hal pembagian haknya, sehingga tidak
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